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GAWAN GI KONSULTASI KE BPK
Pembangunan Kewilayahan Diupayakan Tetap Berjalan
STOGTAGE) ot pamb . . MankOto e S o, P pesmes e e
kewilayahan masih terjadi Fraksi Partai Gerindra Marwoto mengaku, pihaknya
polemik. Terutama berkaitan pe- lantas mengundang berbagai pi-
kerjaan infrastruktur jalan kam- hak mulai dari instansi terkait di
pung yang telah diusulkan PemkotWerta perwakilan LPMK
melalui musrenbang. Program guna mencari solusi terbaik.
tersebut diupayakan tetap di- Menurutnya, unsur kehati-ha--
jalankan tahun ini sesuai peren- tian tetap perlu dikedepankan
canaan anggaran. agar kelak tidak menimbulkan
Anggota Fraksi Partai persoalan.
Gerindra DPRD Kota Yogya yang "Semangatnya adalah bagai-
juga Sekretaris  Komisi A mana program yang sudah diren-
Marwoto Hadi SH, mengungkap- canakan dan sangat dibutuhkan
kan sesuai ketugasannya pihak- bagi wilayah ini bisa berjalan’se-
nya menjembatani persoalan suai rencana. Namun unsur ke-
yang tengah terjadi tersebut. hati-hatian juga perlu kita kede-
"Saat ini kami tengah berkoor- pankan,” tandasnya.
dinasi dengan Badan Pemeriksa Jika dengan skema belanja
-Keuangan (BPK) dan Kemen- KRisimewa  modal maka arahnya Pemkot
kumham untuk dapat berkonsul- berada di atas lahan pemerintah. Yogya membuat surat kerelaan
tasi ke sana. Kami akan ajak Padahal jalan kampung sifatnya dari pemilik lahan namun itu
rekan kerja di eksekutif serta ialah jalan rukun atau sebagian disertai dengan penyerahan aset.
perwakilan Lembaga Pember- besar masuk dalam persil warga. Kekhawatiran Komisi A serta
dayaan Masyarakat Kelurahan . Jika akan ditangani menggu- LPMK, imbuh Marwoto, peno-
(LPMK)," terangnya. nakan APBD melalui pos belanja lakan dari masyarakat akan be-
Polemik itu terjadi berkaitan modal maka perlu ada kerelaan sar. Apalagi sosialisasi terkait
dengan proses penganggaran. dari pemilik persil untuk rencana itujuga sudah berjalan.
Berdasarkan hasil evaluasi diserahkan ke K pemerintah. Oleh karena itu secepatnya perlu
anggaran terkait belanja modal, Sebaliknya, ketika diubah men- ada konsultasi ke BPK serta
terutama menyangkut pena- jadi belanja hibah, maka penga- Kemenkumhan yang bakal di-
nganan jalan di wilayah harus juan atau penerima tidak bisa fasilitasi oleh komisinya. (Dhi)-f
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